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RINGKASAN 

Setelah pelaksanaan undang-undang pemerintahan di daerah lebih dari 25 tabun 

dan untuk tindak lanjut tuntutan revisi dalarn bidang politik, Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1974 oleh daerah lebih dirasakan menutup kesempatan bagi otonomi daerah untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, dan 

berdasar aspirasi dan potensi masyarakat. Di samping itu membuat tidak berfungsinya 

secara optimal peran dan tugas DPRD, baik sebagai lembaga legislatif maupun sebagai 

lembaga pengawas pemerintahan daerah. Hal ini membuat daerah-daerah menuntut 

dilakukan peninjauan kembali serta pembaharuan undang-undang pemerintahan daerah, 

maka lahir Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai jawaban atas sebagian 

perrnasalahan yang menjadi tuntutan reforrnasi dalam bidang politik. 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah dapat mengungkapkan deskripsi tentang 

bagaimana implikasi penyempumaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, 

memberikan gambaran 1engkap tentang kekurangan dan kelebihan pada Undang-undang 

nomor 5 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sehingga langkah

langkah antisipasi dalam rangka mensosialisasikan undang-undang ini dapat 

terindentifikasi secara tepat dan terarah dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam 

memformuJasikan kebijakan-kebijakan daerah (sektoraJ) guna mengantisipasi 

pelaksanaan otonomi daerah. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode 

pcnulisan secara deduktif dengan pendekatan masalah secara yuridis norrnatif, 

selanjutnya penulis menggunakan analisa data secara kualitatif. 

Ruang lingkup pcnulisan skripsi ini adalah tata cara pemilihan kepala daerah, hak, 

wewenang dan kawajiban kepala daerah dan DPRD, susunan DPRD, keuangan daerah 

dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah baik menurut Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1974 maupun menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. 

Kesimpulan yang dapat diambil setelah penulis mengadakan pcmbahasan adalah 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-undang nomor 5 

tahun 1974, tampakJah bahwa pemikiran hukum yang lebih maju dan lebih 

mengedepankan aspirasi masyarakat serta kedaulatan rakyat. Nuansa demokrasi dalam 
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rakyat. Nuansa demokrasi dalarn pemihhan kepala daerah tampak sekalt karena kepala 

daerah dipilih oleh DPRD berdasarkan suara terbanyak tanpa campur tangan pemerintah 

pusat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 juga mengatur tentang keuangan daerah 

yang memberikan kewenangan dan kemampuan untuk mengatur sumber keuangan 

sendiri didukung perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan dalam rangka 

mengontrol pemerintah daerah, dikenal pola pembinaan dan pengawasan repres1f untuk 

memtasilitasi pelaksanaan otonomi daerah. 
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